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: 2. Bahwa Taman Nasional Lorentz merupakan Kawasan Konservasi
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Alam terluas di Indonesia yang memiliki ekosistem terlengkap
di kawasan Asia Pasifik yang memiliki tiga fungsi utana yaitu
perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam
hayati dan ekosistemnya secara lestari dan berkelanjutan;

bahwa dalam rangka menciptakan pengelolaan kegiatan
pendakian di Taman Nasional Lorentz yang aman, tertib dan
berorientasi ekowisata serta memberikan manfaat kepada
masyarakat daerah penyangga dan untuk mencegah terjadinya
dampak negatif seperti pelanggaran terhadap hak-hak pemilik
ulayat dan/atau adat, pencemaran air, sampah, vandalisme,
dan gangguan terhadap keselamatan dan kelangsungan hidup
satwa liar sehingga perlu pengelolaan dengan baik untuk
meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
tentang Standar Operasional Prosedur Pendakian di Taman
Nasional Lorentz.

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republikindonesia Tahun 1945 tentang Pengakuan dan
Perlindungan Masyarakat Adat;

Pasal 5 ayat (l), Pasal 20, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat
(4), dan Pasal 28] Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2004;

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan
Pertolongan
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Provinsi Papua Tengah;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2009 tentang
Perlindungan Hutan;

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi
Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku
pada Kementerian Kehutanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian
Alam, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 108 Tahun 2015;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.80O/MENLHK  /SETJEN/KKL.1/9/2016 tentang Standar
Peralatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
dan Kecelakaan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.43/MENLHK/ SEKJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan
Masyarakat di Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian
Alam;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.8/MENLHK /SEKJEN/KUM.1/3/2019 tentang Pengusahaan
Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman
Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15
Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17
Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan
Ekosistem sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2022;
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 4645/Menhut-
VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan dan Perairan
Taman Nasional Lorentz Seluas 2.348.683,31 Hektar yang
Terletak di Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten
ntan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya,
Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten
Yahukimo, Kabupaten Nduga dan Kabupaten Asmat Provinsi
Papua;

Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi
Alam Nomor P. 7/IV-SET/2011 tentang Tata Cara Masuk
Kawasan Suaka alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman
Buru;
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Memperhatikan:

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KEEMPAT

KELIMA

Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian  Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor P. 3/SETJEN/ROKUM/KKL.1/6/2017
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan
Evakuasi Korban Bencana dan Kecelakaan di Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

1. SNI (Standar Nasional Indonesia) Nomor 8013:2014
tentang Pengelolaan Pariwisata Alam;

2. SNI (Standar Nasional Indonesia) Nomor 8748:2019 tentang
Pengelolaan Pendakian Gunung.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENDAKIAN DI TAMAN NASIONAL
LORENTZ DAN PUNCAK CARSTENSZ.

Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pendakian
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Standar Operasional Prosedur Pendakian sebagaimana
dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan acuan atau
pedoman dalam melaksanakan seluruh aktivitas pendakian
di Taman Nasional Lorentz dan Puncak Carstensz.

Pengurus Papua Mountaineering Association (PMA) dan
Pejabat Pengawas pada Balai Taman Nasional Lorentz
dapat melaksanakan pengawasan dan pengendalian sesuai
ketentuan yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur
Pendakian pada wilayah kerjanya masing-masing.

Pada saat Keputusan ini berlaku, semua peraturan teknis
mengenai Standar Operasional Prosedur Pendakian di
Taman Nasional Lorentz dan Puncak Carstensz dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan maka akan
dilakukan pernyeseuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nabin
Pada tanggal, Z7 Maret 2025
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Menteri Kehutanan;

Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik
Indonesia (KLH/BPLH);

Menteri Parawisata Republik Indonesia;
Gubernur Papua Tengah;

Gubernur Papua Pegunungan;
Gubernur Papua Selatan;

Direktur Jenderal KSDAE;

Bupati Kabupaten Mimika;

Bupati Kabupaten Intan Jaya;

Bupati Kabupaten Puncak;

Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi, Ditjen KSDAE;
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua Pegunungan;

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tengah;

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua Selatan;

Pejabat Pengawas lingkup Balai Taman Nasional Lorentz; dan

Ketua Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia;

Kepala Kepolisian Daerah Papua;

Kepala Kepolisian Daerah Papua Tengah;

Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Mimika;

Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Intan Jaya;

Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Puncak;

Kepala Kantor Imigrasi TPI II Mimika;

Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Mimika; dan

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Intan Jaya.
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
NOMOR :04/DisporaPAtelAat/ 2028 .
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAKIAN DI TAMAN NASIONAL
LORENTZ DAN PUNCAK CARSTENSZ



KATA PENGANTAR

Gunung merupakan salah satu tempat terbaik untuk mengekspresikan kegemaran
petualangan di alam bebas, oleh karena itu, kegiatan pendakian gunung akhir-akhir
ini cukup berkembang pesat. Kegiatan pendakian gunung perlu dilakukan dengan
hati-hati mengingat, gunung mengandung nilai keanekaragaman hayati dan tingkat
endemisitas flora dan faunanya yang tinggi serta kesakralan yang dihayati oleh
masing-masing penduduk setempat dengan cara yang berbeda.

Kegiatan pendakian gunung di Taman Nasional Lorentz berlangsung sudah cukup
lama. Carstensz Pyramid merupakan salah satu dari Seven Summits Dunia atau salah
satu puncak gunung tertinggi di tujuh benua, sehingga menjadi salah satu destinasi
favorit bagi pendaki mancanegara maupun pendaki nusantara. Selain Carstensz
Pyramid, di sisi timur kawasan taman nasional terdapat Puncak Trikora dan Puncak
Mandala yang saat ini juga mulai banyak diminati pendaki.

Pengelolaan kegiatan pendakian gunung selalu menekankan aspek keselamatan
serta keamanan pendaki. Selain itu aspek kelestarian alam menjadi perhatian khusus
bila kegiatan pendakian dilaksanakan di kawasan konservasi seperti di Taman
Nasional Lorentz. Oleh karena itu diperlukan sebuah pedoman bagi pengelola
kawasan maupun pelaku wisata agar aspek keselamatan, keamanan dan kelestarian
sumber daya alam tetap terwujud.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendakian di Taman Nasional Lorentz ini
disusun sebagai pedoman untuk meminimalkan resiko bagi para pendaki, pelaku
usaha serta dampak negatif terhadap kelestarian ekosistem. SOP ini disusun
berdasarkan pengalaman dan juga masukan dari berbagai pihak. Dengan demikian
SOP ini dapat diaplikasikan namun juga terbuka terhadap masukan untuk
penyempurnaan dan penyesuaian terhadap perkembangan dunia pendakian gunung
dengan tetap memperhatikan aspek kearifan lokal, adat dan ulayat masyarakat di
sepanjang wilayah pendakian.

Nabire, ZF Maret 2025

Gubernur Papua Tengah

Meki Nawipa, SH
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BAB I.
PENDAHULUAN

Keunikan dan keindahan bentangan alam Papua dilengkapi dengan bentangan
ekosistem yang lengkap mulai dari perairan laut hingga pegunungan yang saat
ini masih tertutup oleh lapisan gletser. Bentangan alam Papua yang lengkap
tersebut terbentuk dari proses geologi yang panjang. Proses gesiogi yang terjadi
dalam pembentukan Pulau Papua juga turut berperan dalam tingginya tingkat
keanekaragaman hayati yang tersebar di Pulau Papua. Keindahan alam Papua
berserta keunikan kekayaan hayatinya direpresentasikan dalam sebuah kawasan
konservasi vang dikenal dengan nama Taman Nasional Lorentz (TN Lorentz).

TN Lorentz merupakan salah satu taman nasional daratan terluas dan terlengkap
ekosistemnya di kawasan Asia - Pasifik meliputi bentangan alam mulai dari
Perairan Laut Arafura hingga pegunungan barisan Sudirman dengan Puncak
tertingginya yaitu Carstensz Pyramid pada 4.884 mdpl. Kawasan TN Lorentz
Lorentz mencakup seluruh tipe ekosistem utama yang ada di Tanah Papua, yaitu
mulai dari ekosistem perairan laut, ekosistem pesisir, ekosistem hutan pantai,
ekosistem hutan rawa air payau, ekosistem hutan rawa air tawar, ekosistem hutan
dataran rendah, ekosistem hutan pegunungan rendah, ekosistem hutan
pegunungan tinggi, dan ekosistem pegunungan salju. Karena memiliki keunikan
dan potensi keanekaragaman hayati tersebut, maka kawasan TN Lorentz diakui
sebagai Situs Warisan Alam Dunia oleh UNESCO pada tahun 1999 dan menjadi
ASEAN Heritage Parks pada tahun 2003.

Pengelolaan TN Lorentz pada sektor wisata alam petualangan nampak menonjol
pada aktifitas pendakian puncak gunung tinggi pada Pegunungan Sudirman dan
Pegunungan Jayawijaya. Carstensz Pyramid dengan ketinggian 4.884 mdpl
dikenal sebagai salah satu destinasi unggulan wisata pendakian gunung yang
bertaraf internasional karena statusnya sebagai salah satu puncak tertinggi di 7
(tujuh) benua atau dikenal dengan Seven Summits. Selain itu, terdapat Puncak
Trikora dengan ketinggian 4.751 mdpl, yang terletak di sebelah timur taman
nasional dan saat ini mulai diminati oleh pendaki nusantara maupun pendaki
mancanegara.

e e Py

enei"iaﬂggll[.ga‘} wisata adveniure Kelas dqunia di 1IN Loreniz ten i‘l;r‘yya menuniut
pengelolaan yang mengutamakan aspek kelestarian dan keselamatan dalam
pelaksanaannya. Untuk itu, Balai TN Lorentz sebagai pengelola kawasan TN
Lorentz menyusun sebuah standar operasional yang menjadi pedoman bagi
petugas Balai TN Lorentz, seluruh pendaki, pelaku usaha serta pihak lain yang

terkait dengan kegiatan pendakian gunung di Taman Nasional Lorentz.
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Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendakian Di TN
Lorentz adalah tersedianya pedoman kegiatan pendakian di TN Lorentz dengan
tujuan untuk meminimalkan resiko bagi para pendaki, pelaku usaha serta dampak
negatif terhadap kelestarian ekosistem dan tetap memperhatikan aspek kearifan
lokal, adat dan ulayat masyarakat di sepanjang wilayah pendakian.

Dasar Hukum

w N

o B

o

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya;

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.
Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;

Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Perusakan Hutan;
Undang-undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan

- Pajak

(2]
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan;

Peraturan Pemerintan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi
dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian
Kehutanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 jo. Peraturan Pemerintah Nomor
108 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28

tahun 2011 tentang Pengeiolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian Alam;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/
SEKJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan
Suaka Aiam dan Kawasan Peiestarian Alam;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK
/SEKJEN/KUM.1/3/2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka
Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;

15, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-1i/2014 tanggai 4 Juni 2014

tentang Tata Cara dan Persyaratan Kegiatan Tertentu Pengenaan Tarif Rp.
0,00 (Nol Rupiah) di KSA, KPA, Taman Buru dan Hutan Alam;
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Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.80/MENLHK
ISETJEN/KKL.1/9/2016 tentang Standar Peralatan Pencarian, Pertolongan
dan Evakuasi Korban Bencana dan Kecelakaan di Lingkungan Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan,;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.

. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 4645/Menhut-VII/KUH/2014
Tentang Penetapan Kawasan Hutan dan Perairan Taman Nasional Lorentz
Seiuas 2.348.683,31 Hektar yang Terletak di Kabupaten Mimika, Kabupaten
Paniai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya,
Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten Nduga dan Kabupaten Asmat Provinsi Papua.

Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor
P. 7/iV-SET/2011 tentang Tata Cara Masuk Kawasan Suaka alam, Kawasan
Pelestarian Alam dan Taman Buru;

Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
Nomor P. 3/SETJEN/ROKUM/KKL.1/6/2017 Tentang Petunjuk pelaksanaan

pencarian, pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana dan Kecelakaan di Ling
kungan Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan;

SNI ( Standar Nasional Indonesia) Nomor 8013:2014 tentang Pengelolaan
Pariwisata Alam

SNI (Standar Nasional Indonesia) Nomor 8748:2019 tentang Pengelolaan
Pendakian Gunung.
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BAB II.
KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dengan :

1.

)
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Balai TN Lorentz adalah unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan yang diberikan mandat untuk mengelola TN Lorentz.

Papua Mountaineering Association (PMA) adalah representasi masyarakat adat
di wilayah Papua dan TN Lorentz khususnya yang bersinergi aktif dengan
pemerintahan NKRI dan lokal untuk mengelola serta mengembangkan segala
hal terkait wisata minat khusus di seluruh wilayah Papua yang mendorong pada
kelangsungan alam dan wisata minat khusus itu sendiri, pemberdayaan manusia
dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat adat dan advokasi lingkungan yang
berkantor di Jakarta dan Timika.

Pendaki adalah pengunjung yang melakukan pendakian di jalur resmi dan telah
memenuhi persyaratan pendakian dan memiliki izin masuk kawasan TN Lorentz.

Pendaki nusantara adalah pengunjung berkewarganegaraan Indonesia (WNI)
yang melakukan pendakian di TN Lorentz yang dibuktikan dengan identitas
kewarganegaraan berupa Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.

Pendaki mancanegara adalah pengunjung berkewarganegaraan Asing (WNA)
yang melakukan pendakian di TN Lorentz dibuktikan dengan Identitas
kewarganegaraan berupa Paspor.

Pendakian adalah aktivitas mendaki gunung melalui jalur resmi pendakian TN
Lorentz.

Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam yang selanjutnya disingkat
PB-PJWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata alam
pada kegiatan pengusahaan pariwisata alam di Suaka Margasatwa, Taman
Nasionai, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam dan wajib mendapatkan
persetujuan dan surat jalan dari PMA.

Trekking Organizer (TO) adalah orang/badan usaha/koperasi yang memiliki
Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (PB-PJWA) yang dikeluarkan
oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa penyedia jasa
perjalanan wisata pendakian dan salah seorang dan Direksi/Pengurusnya
adalah Orang Asli Papua (OAP).

. Pemandu Gunung adalah orang yang melakukan kegiatan pemanduan terhadap

pendaki dan memiliki sertifikat kompetensi sesuai keahlian.

.Porter adalah orang yang membantu membawa barang dan menyiapkan

kebutuhan pendaki dalam melakukan pendakian di TN Lorentz dan harus
mengikutkan Orang Asli Papua (OAP) minimal 50% (lima puluh persen) dari total
Porter yang digunakan.

.Tarif Pendakian adalah harga pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP) yang harus dibayarkan oieh pengunjung untuk meiakukan pendakian di
TN Lorentz berdasarkan peraturan perundang-undangan.
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12.Pungutan Adat adalah pemberian kontribusi untuk pemberdayaan ekonomi
masyarakat adat sekitar wilayah jalur pendakian dan juga untuk advokasi
lingkungan hidup di sekitar wilayah pendakian yang akan dikoordinasikan dan
ditindakianjuti cleh PMCA sebagaimana yang dijabarkan dalam dua belas
Lampiran Keputusan ini.

13.Penerimaan Negara Bukan Pajak disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan
yang diterima pemerintah pusat namun bukan berasal dari penerimaan
perpajakan melainkan dipungut langsung dari orang pribadi yg melakukan
pembayaran atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang
diperoleh Negara.

14 Surat Keterangan Sehat adalah surat yang diterbitkan oleh dokter pemerintah,
Puskesmas, Klinik Kesehatan, Rumah Sakit ataupun lembaga kesehatan yang
menyatakan bahwa yang bersangkutan dalam kondisi layak untuk melakukan
pendakian yang diperoleh paling lama 3 hari sebelum memulai pendakian.

15.Data check list sampah adalah daftar barang bawaan pendaki yang berpotensi
menghasilkan sampah.

16.Data check list perlengkapan standar pendakian adalah daftar perlengkapan
standar yang wajib dimiliki cleh setiap pendaki dan tim dalam setiap pendakian.

17.Jalur resmi adalah jalur pendakian yang ditetapkan oleh Balai TN Lorentz untuk
melakukan pendakian di kawasan TN Lorentz.

18.Perlengkapan standar Pendakian adalah perlengkapan minimum yang harus
dibawa sesuai SN! atau Standar pendakian dengan menyesuaikan kebutuhan
medan pendakian Carstensz Pyramid, Puncak Trikora dan sekitarnya berupa
medan hutan, medan es/salju dan medan tebing besar.

19. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan terhadap setiap pelanggaran prosedur
pendakian serta aturan yan diberlakukan di kawasan TN Lorentz.

20.Registrasi adalah pendaftaran calon pendaki untuk mendapatkan ijin pendakian
di Kawasan TN Lorentz.

21. Rekomendasi Polri adalah surat yang dikeluarkan oleh institusi Polri baik di
tingkat Mabes Polri atau Kepolisian Daerah terhadap perseorangan atau
organisasi yang akan berkegiatan di wilayah rawan gangguan keamanan.

22.Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi disingkat SIMAKSI adalah izin yang
diberikan oleh Pejabat berwenang kepada pemohon untuk memasuki kawasan
konservasi.

23.Asuransi pertanggungan jiwa adalah program proteksi financial bagi pemegang
polis yang tertera dan kejuarganya dari resikc kematian atau cacat tetap yang
mengakibatkan tidak bisa menafkahi keluarganya yang diatur lebih lanjut dalam
Lampiran Keputusan ini.

24.Jaminan Evakuasi adalah surat jaminan yang dikeluarkan oleh pelaku pendakian
untuk penggunaan helikopter yang digunakan jika terdapat keadaan darurat
yang menimpa pendaki.

25. Penutupan Pendakian adalah diberhentikannya layanan dan aktifitas pendakian
gunung yang disebabkan oleh gangguan alam, keamanan, keadaan darurat
ataupun penutupan pendakian yang bersifat rutin untuk pemulihan ekosistem.
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26.Basecamp adalah tempat beraktifitas di alam terbuka, gunung dan hutan yang
ditetapkan oleh Balai TN Lorentz dengan tenda sebagai tempat menginap
sementara.

27 Kantor Pengelola TN Lorentz adalah Kantor Balai TN Lorentz yang
berkedudukan di Wamena beserta Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional
Wilayah | Timika, Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah || Wamena
dan Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah Il Nabire.

28.Pemulihan ekosistem adalah kegiatan mempertahankan, memulihkan, dan /atau
mengembaiikan ekosistem menjadi seperti kondisi aslinya ataupun kondisi masa
depan tertentu sesuai dengan tujuan pengelolaan.

29.Vandalisme adalah perbuatan merusak dan menghancurkan karya seni dan
barang berharga lainnya ( keindahan alam, ruang publik dan sebagainya).

30.Kawasan suaka alam adaiah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan
maupun diperairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan

pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang
juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

31.Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di
daratan maupun perairan yang mempunyal fungst perlindungan sistem
penyangga Kkehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan
satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan
ekosistemnya.

32.Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat
diseienggarakan perburuan secara teratur.

33.Pusat Komunikasi adalah pusat informasi dan komunikasi yang ada di kantor
pengelola.

34.Petugas adalah orang yang bertugas melakukan sesuatu pekerjaan tertentu.
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.‘."‘.fiiaya!’:, kerja TO (Trekking Organizer) adalah wilayah penyediaan jasa
professional pendakian gunung.

36.POLRI (Kepolisian Republik Indonesia ) adalah instusi pemerintah yg bertugas
memelihara keamanan dan ketertiban umum.

37. Pertclongan standar pertolongan pertama adalah perawatan pertama yang
diberikan kepada orang yang mendapat kecelakaan atau sakit yang tiba tiba
datang sebelum mendapat petolongan dari tenaga medis .

38.Keadaan darurat adalah kejadian atau insiden tidak terduga atau tidak
direncanakan yang berakibat membahayakan manusia, mengganggu
kelancaran aktifitas, atau mengakibatkan kerusakan fisik atau lingkungan, yang
harus dicegah dan ditanggulangi secara cepat dan tepat agar akibat yg
ditimbulkan dapat ditekan sekecil mungkin.

39.Pemandu level Ahli adalah Pemandu wisata gunung yang memiliki kompetensi
mahir dengan menguasai 20 unit kompetensi dan 66 elemen kompetensi.
Memiliki pengalaman dengan jam terbang 20 kaii pendakian yang berbeda,
dengan tingkat kesulitan gunung dari grade hiking sampai climbing (rock dan ice
climbing ) dan memiliki kemampuan rescue di gunung.



